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ABSTRAK

PERBANDINGAN SEKURITISASI PENGUNGSI
DI JERMAN DAN INGGRIS, 2015—2021

Oleh

AYU PUSPITASARI

Jerman dan Inggris merupakan negara Uni Eropa, memiliki komitmen
terhadap pengungsi secara regional dan internasional, menganut paham liberal, dan
memiliki sejarah terhadap penerimaan pengungsi. Namun, arus pengungsi yang
signifikan pada tahun 2015 menciptakan tekanan bagi Jerman dan Inggris, sehingga
membentuk persepsi terhadap pengungsi. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini ialah
untuk menjelaskan persoalan pengungsi dan membandingkan sekuritisasi isu
pengungsi di Jerman dan Inggris tahun 2018—2021.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan
pendekatan studi kasus dan the Most Similar System Design (MSSD) untuk
menjelaskan persoalan pengungsi secara detail dan membandingkan dua negara.
Fokus penelitian ini ialah perbandingan sekuritisasi isu pengungsi khususnya di
Jerman dan Inggris yang dianalisis dengan menggunakan teori sekuritisasi milik
Buzan, Ole, dan Wilde. Data dihimpun menggunakan teknik studi pustaka. Teknik ini
melibatkan pengumpulan dan analisis data dari pelbagai sumber tertulis, meliputi
buku, jurnal artikel, publikasi media, dan dataset internasional. Data yang telah
terhimpun kemudian dianalisis menggunakan teknik kondensasi dan triangulasi data.

Hasil dari kajian ini menunjukan bahwa persoalan pengungsi di Jerman dan
Inggris menjadi persoalan penting sejak Krisis Pengungsi tahun 2015. Jaringan
migran, ekonomi, geografi, dan budaya menjadi faktor determinan pengungsi
memilih Jerman dan Inggris sebagai negara tujuan. Hasil kajian ini juga menegaskan
bahwa proses sekuritisasi pengungsi di Inggris lebih awal dibandingkan dengan
Jerman. Dampak dari proses sekuritisasi ini menyebabkan Inggris melakukan
referendum Brexit tahun 2016 dan Jerman lebih memperketat kebijakan terhadap
penerimaan pengungsi.

Kata kunci: Jerman, Inggris, pengungsi, sekuritisasi, studi komparasi



ABSTRACT

A COMPARATIVE STUDY OF REFUGEE SECURITIZATION IN
GERMANY AND THE UNITED KINGDOM, 2015—2021

Oleh

AYU PUSPITASARI

Germany and the United Kingdom are European countries with regional and
international commitments to refugees, liberal ideologies, and long histories of
refugee reception. However, the significant influx of refugees in 2015 created
pressure for both nations, shaping their perceptions of displaced populations.
Therefore, this study aims to explain the refugee issue and compare the securitization
of refugees in Germany and the UK from 2018-2021. This research utilizes a
descriptive qualitative method with a case study approach and Most Similar System
Design (MSSD) to explain the refugee problem in detail while comparing the two
countries. The focus of this study is the comparative securitization of the refugee
issue, analyzed using the securitization theory developed by Buzan, Wever, and de
Wilde. Data were gathered through literature review techniques, involving the
collection and analysis of various written sources including books, journal articles,
media publications, and international datasets. The collected data were then analyzed
using data condensation and triangulation techniques. The results of this study
indicate that the refugee issue has become a critical concern in Germany and the UK
since the 2015 Refugee Crisis. Migrant networks, economic factors, geography, and
culture are the determinant factors for refugees choosing Germany and the UK as
destination countries. Furthermore, this study confirms that the process of refugee
securitization occurred earlier in the UK than in Germany. The impact of this
securitization process led the UK to hold the Brexit referendum in 2016, while
Germany responded by significantly tightening its refugee reception policies.

Keywords: comparative study, Germany, refugee, securitization, UK
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I. PENDAHULUAN

Skripsi in1 mengkaji perbandingan sekuritisasi isu pengungsi di Jerman dan
Inggris dengan menggunakan alat potret teori sekuritisasi milik Buzan, Ole, dan
Wilde. Kajian ini penting dan layak untuk dikaji lantaran sejak Krisis Pengungsi
tahun 2015, isu migrasi’ terus menjadi perdebatan utama di Eropa. Jerman dan
Inggris adalah dua negara yang memiliki karakteristik serupa terkait persoalan
pengungsi; meskipun demikian, terdapat perbedaan respons. Perbedaan tajam dalam
merespons isu yang sama menunjukan adanya gap empiris yang penting untuk dikaji
melalui perspektif sekuritisasi. Selain itu, melalui VOSviwer, peneliti melihat masih
terdapat keterbatasan penelitian yang mengkaji isu pengungsi, khususnya berkaitan
dengan studi perbandingan sekuritisasi pengungsi di Jerman dan Inggris. Oleh karena
itu, bab ini menyajikan secara jelas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

penelitian, serta manfaat penelitian.

1.1 Latar Belakang Masalah

Isu pengungsi menjadi persoalan penting yang diperdebatkan oleh negara-
negara anggota Uni Eropa sejak Krisis Pengungsi tahun 2015 (Kok, 2021). Saat itu,
pengungsi datang dalam jumlah yang besar dari Suriah akibat konflik dalam negeri.

Pengungsi dari Afganistan, Irak, Pakistan, Nigeria, dan Afrika Selatan turut

! Migrasi merupakan perpindahan seseorang atau sekelompok orang ke luar yuridiksinya baik di dalam
negeri maupun luar negeri, termasuk imigran dan pengungsi (Joppke, 1999; Zolberg, 1999).



menyebabkan eskalasi jumlah pengungsi di Eropa (Di Lasio & Wahba, 2023;
UNHCR/IOM, 2015). Negara-negara Uni Eropa dipilih sebagai tujuan pengungsi
lantaran secara geografis sangat strategis dan mudah di akses melalui laut
Mediterania, Turki, dan Yunani. Para pengungsi mencari perlindungan ke Eropa Barat
karena dianggap mampu menjamin kehidupan yang lebih baik (ABCNews, 2025)2.
Hal ini juga dikarenakan negara anggota Uni Eropa telah meratifikasi Konvensi
Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, yang menunjukan komitmen terhadap
perlindungan pengungsi. Kedua hukum internasional ini menyajikan aturan

komprehensif mengenai hak-hak pengungsi di tingkat internasional (Weis, 1999).

Berdasarkan hukum internasional tersebut, perlindungan pengungsi harus
sesuai dengan tiga prinsip utama, yaitu non-discrimination, non-penalization, dan
non-refoulement (UNHCR, 1951). Negara yang telah meratifikasi kedua konvensi
tersebut harus berlaku adil dalam menjamin hak dan perlindungan pengungsi. Negara
tidak boleh membeda-bedakan pengungsi atas dasar ras, agama, atau negara asal. Hal
tersebut sesuai dengan pasal 3 Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 (non-
discrimination). Prinsip kedua menyoroti bahwa negara tidak diperbolehkan
memberikan hukuman pidana pada pengungsi karena memasuki wilayah—negara
tujuan—secara illegal (non-penalization). Terlebih, masuknya pengungsi ke wilayah
tersebut didorong oleh adanya ancaman terhadap kelangsungan hidup pengungsi.
Ketiga, negara tujuan dilarang melakukan pemulangan atau pemindahan secara paksa

terhadap pengungsi, sesuai dengan prinsip non-refoulement.

Di tingkat regional, terdapat Comon Europan Asylum System (CEAS) sebagai
standar sistem bagi negara anggota Uni Eropa untuk menghadapi permasalahan
pengungsi. Sistem ini mencakup sistem prosedur dan penerimaan pengungsi yang

tidak ada dalam Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 (Chrisella, 2022).

2 Pada menit ke 6.31/6.47 dalam  YouTube channel =~ ABC  News, link:
https://voutu.be/eXYeDD5dUQQ?si=AcOY4E9AssukcwCn salah satu pengungsi yang menyebrang
melewati laut Mediterania berharap mendapatkan kehidupan yang lebih baik di UK (ABCNews,
2025).
3 Termaktub dalam Pasal 33 Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 (UNHCR, 1951; Weis,
1999).



https://youtu.be/eXYeDD5dUQQ?si=AcOY4E9AssukcwCn

Perjanjian regional ini wajib diimplementasikan oleh seluruh negara anggota Uni
Eropa dibawah naungan European Court of Human Rights (ECtHR). Adapun tiga hak
fundamental yang dijamin dalam konvensi ini, diantaranya hak dasar manusia untuk
hidup (right to life; article 2), hak atas kebebasan dan keamanan (right to liberty and
security; article 5), dan hak untuk mendapatkan pengadilan yang adil (right to a fair
trial; article 6) (Council of Europe, 1950).

Adanya kewajiban hukum dan moral untuk memberikan perlindungan kepada
pengungsi menjadi alasan para pengungsi tahun 2015 memilih Eropa sebagai tempat
untuk mencari keamanan. Jerman dan Inggris menjadi dua negara tujuan utama para
pengungsi untuk mencari perlindungan dari bahaya yang mengancam
keberlangsungan hidup mereka. Jerman dan Inggris dipilih sebagai negara tujuan
utama pengungsi didasari atas faktor sejarah, jaringan sosial, dan kebijakan
perlindungan pengungsi secara internasional dan regional (Di Lasio & Wahba, 2023;
Middleton, 2005; Siddiqui, 2024). Ketiga faktor ini penting sebagai pertimbangan
pengungsi untuk melanjutkan kehidupan yang lebih layak. Gambar 1.1 menunjukan
bahwa selama 12 tahun berturut-turut, Jerman menjadi negara tujuan utama para

pencari suaka untuk mendapatkan pengakuan sebagai pengungsi.
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Gambar 1.1 Data negara tujuan utama pencari suaka, 2008—2019

Sumber: (Di Lasio & Wahba, 2023)



Sejarah imigran yang sudah terbentuk sejak tahun 1980-an bagi Jerman dan
Inggris dapat berdampak pada jaringan sosial yang terbentuk di masing-masing
negara. Jaringan sosial ini terus berkembang dengan adanya kebijakan imigrasi
terbuka (open door immigration policy) yang diberlakukan oleh Uni Eropa sejak
tahun 1973. Kebijakan ini menyebabkan migran dari negara anggota dan non anggota
Uni Eropa berdatangan. Data pada gambar 1.2 merepresentasikan bahwa Jerman dan

Inggris adalah dua negara yang paling banyak dipilih sebagai negara tujuan oleh para

imigran.
Jumlah imigran di tahun 2014
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Gambar 1.2 Data imigran di lima negara Uni Eropa tahun 2014*

Sumber: diolah oleh peneliti dari (Boswell, 2016) menggunakan excel

Gelombang pengungsi kemudian mencuat pada tahun 2015 yang
menyebabkan Krisis Pengungsi. Jerman dan Inggris tidak luput dari dampak
gelombang manusia tersebut. Sebagai negara yang memiliki paham liberal, Jerman

dan Inggris menghadapi tekanan internasional, Hak Asasi Manusia (HAM), dan

# Data imigran ditampilkan untuk membantu peneliti dan pembaca memahami mengapa Jerman dan
Inggris menjadi negara tujuan utama pengungsi. Imigran yang sudah lebih dahulu bermigrasi ke
Jerman dan Inggris akan membantu pengungsi/pencari suaka mendapatkan informasi dan dukungan
(Boswell, 2016).



norma internasional terhadap perlindungan pengungsi sehingga memunculkan dilema
atas kendali terhadap pengungsi (Gibney & Hansen, 2003; Joppke, 1999). Fenomena
ini menimbulkan perdebatan ketika jumlah pengungsi terus bertambah, tetapi
penanganan dan kapasitas negara terbatas. Penerimaan pengungsi tanpa adanya

proses integrasi juga akan berdampak pada stabilitas keamanan di suatu negara.

Arus pengungsi yang bebas dan cepat menciptakan tantangan tersendiri bagi
Jerman dan Inggris. Meskipun kedua negara ini memiliki karakteristik yang serupa
sebagai negara anggota Uni Eropa, komitmen internasional, negara tujuan utama,
negara liberal, dan memiliki sejarah penerimaan pengungsi, tidak serta-merta
menyeragamkan respons rasional terhadap kehadiran pengungsi. Inggris cenderung
menarasikan pengungsi sebagai isu keamanan dibandingkan dengan Jerman yang
lebih terbuka. Hal ini dikarenakan Inggris mengalami kesulitan dalam mengendalikan

laju pengungsi.

Pengungsi yang tidak terintegrasi menciptakan tantangan bagi Inggris dalam
hal lapangan pekerjaan—persaingan kompetitif dengan penduduk asli; kriminalitas;
dan peningkatan anggaran layanan publik. Menurut The Sun Freedom of Information,
telah terjadi peningkatan kriminalitas di Inggris sepanjang periode 2015—2016.
Sebanyak 900 pengungsi melakukan tindakan kriminalitas berupa pencabulan,
pembunuhan, dan kekerasan terhadap anak di bawah umur (M. Hamilton, 2016; Putra
et al., 2016). Selain itu, peningkatan pengungsi yang tidak dibarengi dengan kontrol
dan penyediaan tempat tinggal yang layak dapat menciptakan lingkungan kumubh,
kotor, dan sumber kriminalitas. D1 sisi lain, anggaran biaya untuk penyediaan layanan
publik juga akan meningkat. Permasalahan yang dihadapi oleh Inggris memunculkan

narasi bahwa pengungsi adalah ancaman eksistensial.

Berbeda dengan Inggris, Jerman menjadi negara yang paling banyak
menerima pengungsi. Kanselir Jerman Angela Markel menerapkan kebijakan open
door policy sebagai basis penerimaan pengungsi baik dari Suriah, Afganistan, Irak,
Pakistan, maupun negara anggota Uni Eropa lainya. Diperkirakan sebanyak 800.000

pengungsi yang telah diterima oleh Jerman pada periode Krisis Pengungsi tahun 2015



(Setiabudi, 2021). Jumlah ini terus bertambah mencapai 1,7 juta pengungsi di tahun
2017 (Mustaq et al., 2021; Trines, 2019). Dukungan penerimaan pengungsi di Jerman
direpresentasikan dalam pidato Kanselir Jerman Merkel. Merkel (2015) mengatakan
bahwa Jerman adalah negara yang besar dan negara yang kuat sehingga mampu
menangani krisis pengungsi. Pemerintah Jerman tidak memandang pengungsi sebagai
krisis melainkan sebagai tragedi yang menciptakan korban—berupa pengungsi

(Lindvall, 2016) sehingga perlu pertolongan.

“Germany is a strong country, and since we have so done much, the aim has
to be that we can do this. We can do it, although there are obstacles in the
way, it must be worked out and the government will do everything in its power

to (...) accomplish that” (Merkel, 2015).

Bagi Jerman, pengungsi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui
proses integrasi ke pasar tenaga kerja dan pendidikan. Produk Domestik Bruto (PDB)
Jerman terprediksi meningkat hingga 95 miliar euro atau setara dengan Rpl,76
kuadraliun pada tahun 2016—2020 (Hentze & Kolev, 2016). Kebijakan ini juga
memberikan harapan kepada pengungsi yang mencari perlindungan di samping
banyak negara anggota Uni Eropa lainnya yang menolak. Sesuai dengan Konvensi
Pengungsi 1951, Jerman tidak memaksa para pengungsi kembali ke negara asalnya,
melainkan jika ada pengungsi yang ingin kembali secara sukarela dipersilahkan
(Mustaq et al., 2021). Berbeda dengan Inggris yang sengaja menciptakan lingkungan
tidak ramah pengungsi dengan tujuan agar para pengungsi pergi secara sukarela

(hostile environment) (Perez, 2023).

Pembingkaian persoalan pengungsi yang dilakukan oleh Jerman dan Inggris
didasarkan atas keputusan rasional melihat dinamika pengungsi yang terjadi.
Gelombang pengungsi akibat open door immigration policy mendorong Inggris
mengambil keputusan referendum Brexit tahun 2016. Mayoritas masyarakat setuju
untuk keluar dari Uni Eropa. Di tahun 2016—2019 Inggris melakukan negosiasi
dengan Uni Eropa dan resmi Brexit tahun 2021. Keputusan ini menjadikan Inggris

independen dalam mengatur dan membuat kebijakan terkait pengungsi. Sebaliknya,



Jerman mengambil tindakan dengan menerima pengungsi dalam jumlah besar sebagai
strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Jerman justru menganggap
kelompok nasionalisme dan xenophobia terhadap pengungsi adalah ancaman
eksistensial karena dapat mengancam kerja sama Jerman dengan Uni Eropa (Lindvall,

2016).

Kajian mengenai sekuritisasi pengungsi di Jerman dan Inggris menjadi
penting dan layak mengingat masih terbatasnya penelitian yang secara khusus
membahas dinamika sekuritisasi di negara anggota dan non-anggota Uni Eropa.
Persoalan pengungsi juga menimbulkan pro dan kontra dari negara anggota Uni
Eropa dan Inggris. Jerman, contohnya, yang melihat pengungsi sebagai peluang
untuk memperkuat sektor tenaga kerja; dan Inggris yang melihat pengungsi sebagai
ancaman bagi masyarakat asli dan kedaulatan negara. Respons kedua negara ini
cukup unik mengingat keduanya memiliki karakteristik serupa terkait persoalan
pengungsi. Namun, memiliki perbedaan yang jelas dalam merespons persoalan
tersebut. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk menjelaskan dan
membandingkan persoalan sekuritisasi pengungsi di Jerman dan Inggris tahun

2015—2021.

1.2 Rumusan Masalah

Jerman dan Inggris merupakan dua negara yang memiliki karakteristik serupa
terkait persoalan pengungsi. Kedua negara menyatakan komitmennya melalui hukum
regional dan internasional sehingga secara hukum dan moral memiliki kewajiban
untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi yang datang. Jerman dan Inggris
juga merupakan negara anggota Uni Eropa, negara liberal, menjadi tujuan utama
pengungsi, dan memiliki sejarah terhadap penerimaan pengungsi. Namun, arus
pengungsi besar di tahun 2015 menciptakan tekanan bagi Jerman dan Inggris.

Karakteristik serupa tersebut tidak serta-merta menyeragamkan respons dan tindakan



Jerman dan Inggris terhadap pengungsi. Jerman menerima pengungsi dengan jumlah
besar di samping penolakan dari negara anggota Uni Eropa lainya. Sedangkan,
Inggris membingkai pengungsi sebagai ancaman eksistensial yang mendorong
terjadinya Brexit. Dari perbedaan respons Jerman dan Inggris terhadap pengungsi
tersebut, memunculkan pertanyaan penelitian “Bagaimana perbandingan sekuritisasi

isu pengungsi di Jerman dan Inggris tahun 2015—2021?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini merupakan kajian perbandingan sekuritisasi isu pengungsi di

Jerman dan Inggris. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk:

1. Menjelaskan persoalan pengungsi di Jerman dan Inggris; dan

2. Membandingkan sekuritisasi isu pengungsi di Jerman dan Inggris.

1.4 Manfaat Penelitian

Studi perbandingan ini diharapkan dapat berkontribusi secara akademis dan

praktis, antara lain:
a. Manfaat Akademis

Peneliti berharap kajian ini dapat memperkaya referensi akademik dalam
kajian Hubungan Internasional, khususnya pada kajian keamanan non-tradisional,
pengungsi, dan Uni Eropa. Peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat
memberikan inspirasi bagi para peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji dan

mengembangkan penelitian dengan topik serupa.



b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi media pembelajaran dan
sumber ilmu bagi pelajar dan pengajar di rumpun studi Hubungan Internasional
maupun studi lainya yang relevan. Kajian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber

pengetahuan bagi masyarakat luas yang membaca hasil penelitian ini.



I1. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab dua, peneliti menyajikan tinjauan pustaka yang meliputi penelitian
terdahulu, landasan konseptual, dan kerangka berpikir. Bagian pertama terdiri dari
ulasan penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti untuk menemukan celah
(gap) dan kebaharuan dari kajian sebelumnya. Bagian kedua, peneliti menguraikan
teori sekuritisasi dari mahzab Copenhagen School of Security Studies milik Barry
Buzan. Teori ini digunakan sebagai kerangka untuk menyederhanakan pendangan
terhadap suatu isu yang rumit dan menyelaraskan pemahaman antara peneliti dan
pembaca. Kemudian, pada bagian ketiga, peneliti menyajikan kerangka berpikir agar

penelitian ini memiliki fokus kajian yang jelas dan terstruktur.

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merujuk pada kajian-kajian sebelumnya yang pernah
diteliti oleh akademisi maupun peneliti lain mengenai topik yang serupa—dalam hal
ini isu pengungsi. Secara spesifik, perbandingan sekuritisasi isu pengungsi di Jerman
dan Inggris menggunakan alat potret teori sekuritisasi Buzan, Ole, dan Wilde belum
banyak dikaji oleh peneliti lainnya. Hal ini dibuktikan dengan analisis bibiliometrik
untuk mencari kebaruan (novelty) melalui keterhubungan kata kunci pada penelitian
sebelumnya. Alat bantu yang digunakan dalam melakukan analisis bibiliometrik,
yaitu Publish or Perish (PoP), Mendeley, dan VOSviewer. Peneliti menggunakan kata

kunci “securitization”, “refugee”, “United Kingdom”, “Germany”, dan “Brexit”.

Kata kunci ini digunakan untuk menemukan sumber bacaan yang sesuai dengan topik
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penelitian, termasuk sumber-sumber di tahun 1990-an dan 2000-an. Setelah itu,
peneliti memasukan data kata kunci tersebut ke PoP untuk menghimpun 200 literatur

dari pelbagai sumber jurnal dan buku.

Peneliti menemukan sepuluh literatur yang bersinggungan dengan topik
penelitian dalam kajian ini. Sepuluh literatur tersebut diantaranya membahas migrasi
transnasional sebagai isu keamanan di Jerman dan Inggris selama Krisis Pengungsi
tahun 2015 (Lindvall, 2016); perbandingan kebijakan imigrasi di tiga negara liberal,
Amerika Serikat, Britania Raya, dan Jerman (Joppke, 1999); perkembangan tata
kelola migran dan pencari suaka sebagai krisis (Sahin-Mencutek et al., 2022);
kebijakan imigrasi sebagai bagian dari sejarah sistem hukum, tujuan kebijakan, dan
persepsi masyarakat di Kanada, Jerman, AS, dan Britania Raya yang memiliki
tantangan imigrasi yang sama (Siddiqui, 2024); perbedaan sikap Britania Raya dan
Jerman terhadap pengungsi (Kok, 2021); proses sekuritisasi migrasi di Britania Raya
dan Jerman terjadi akibat sejarah dan politik masing-masing negara (Diez & Squire,
2008); isu pengungsi menjadi alasan Britania Raya keluar dari Uni Eropa (Brexit)
(Nurtyandini & Santoso, 2022); sekuritisasi pengungsi oleh Britania Raya melalui
kebijakan hostile environment (Perez, 2023); sekuritisasi oleh aktor politik Jerman

demi agenda politik (Mustaq et al., 2021; Uranga, 2021).

Kesepuluh literatur tersebut kemudian diolah menggunakan Mendeley untuk
memperjelas kata kunci yang muncul sehingga analisis lebih akurat. Kemudian,
peneliti menggunakan alat bantu VOSviewer untuk menganalisis kepadatan dan
jaringan bibiliometrik sehingga didapatkan kebaruan atau celah penelitian dari hasil
kumpulan data sebelumnya. Berikut visualisasi kepadatan istilah dan jaringan
bibiliometrik menggunakan VOSviewer ditampilkan pada gambar 2.1 dan gambar

2.2.
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Gambar 2.1 Visualisasi kepadatan istilah berdasarkan analisis data bibiliometrik
menggunakan VOSviewer

Sumber: diolah oleh peneliti melalui aplikasi VOSviewer, 2025

Visualisasi kepadatan istilah (density) pada gambar 2.1 mengindikasikan
intensitas perhatian akademik terhadap isu pengungsi di Jerman dan Inggris,
khususnya pada saat Krisis Pengungsi. Namun, terdapat istilah sekuritisasi pada
klauster ‘refugee crisis’yang belum mendapatkan perhatian dari peneliti lain sehingga
penting untuk mengkaji sekuritisasi isu pengungsi. Kemudian, peneliti juga
menemukan  istilah  “securitization”, “german  national  politics”, dan
“desecuritization” dalam satu klauster yang mengindikasikan bahwa sekuritisasi
pengungsi digunakan sebagai alat politik oleh partai politik Jerman, serta adanya
proses penghapusan label ancaman (desecuritization). Sedangkan, kedekatan istilah
“UK”, “securitization”, “refugee crisis”, dan “Brexit” menunjukan bahwa terjadi

sekuritisasi isu pengungsi di UK yang juga menjadi salah satu penyebab Brexit.
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Gambar 2.2 Hasil analisis jaringan bibiliometrik berdasarkan data yang diolah
melalui VOSviewer

Sumber: diolah oleh peneliti menggunakan aplikasi VOSviewer, 2025

Visualisasi jaringan bibiliometrik (network) pada gambar 2.2 menunjukan
struktur jaringan di mana “Germany” dan “Great Britain” memiliki keterhubungan
dengan istilah “refugee crisis” dan “securitization”. Keterkaitan istilah ini
menunjukan bahwa isu pengungsi di Jerman dan Inggris berkaitan dengan proses
sekuritisasi. Namun, jaringan Jerman masih cukup jauh sehingga kemungkinan
persoalan pengungsi belum dianggap sebagai ancaman eksistensial. Berbeda dengan
jaringan UK yang cukup dekat sehingga kemungkinan besar telah terjadi sekuritisasi

yang menyebabkan referendum Brexit.

Kedua visualisasi di atas memperkuat argumen peneliti bahwa isu migran—
termasuk pengungsi—menjadi persoalan penting yang telah mendapatkan perhatian
akademik. Namun, masih terdapat kekosongan pada penelitian terkait perbandingan
sekuritisasi isu pengungsi di Jerman dan Inggris. Melalui penelitian ini, peneliti

berupaya mengisi kekosongan kajian terkait sekuritisasi persoalan pengungsi dengan
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unit analisis Jerman dan Inggris. Berikut disajikan uraian tinjauan pustaka dari

sepuluh jurnal beserta buku yang dipilih atas dasar relevansi dengan topik kajian ini.

Pertama, kajian Anna Lindvall (2015) dalam tesis yang berjudul “Have
Refugees Become A Security Problem? A Comparative Study of Securitization in The
United Kingdom and Germany”, menyoroti bagaimana migrasi transnasional
berkorelasi terhadap isu keamanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengidentifikasi apa dan bagaimana migrasi transnasional berkaitan dengan isu
keamanan ketika “wacana pengungsi” terbentuk. Teori Sekuritisasi digunakan sebagai
landasan kajian Lindvall yang berfokus pada proses menjadikan suatu isu politik
(pengungsi) sebagai ancaman mendesak untuk melegitimasi suatu tindakan. Selain
itu, perbandingan respons kebijakan kedua negara ini dikaji menggunakan
pendekatan Most Similar System Design (MSSD). Hasil penelitian ini menunjukan
bahwa di Britania Raya terjadi proses sekuritisasi terhadap pengungsi selama krisis
pengungsi tahun 2015. Britania Raya melihat pengungsi sebagai ancaman bagi
masyarakat asli dan terhadap kedaulatan Britania Raya. Di sisi lain, Jerman tidak
melakukan sekuritisasi terhadap isu pengungsi melainkan mengsekuritisasi kelompok
nasionalisme dan xenophobia karena dapat mengancaman keamanan dan juga

hubungan diplomatik dengan negara-negara Uni Eropa, serta migran itu sendiri.

Studi komparatif juga dilakukan oleh Christian Joppke (1999) yang
membandingkan tiga negara liberal, yaitu Amerika Serikat (AS), Jerman, dan Britania
Raya. Melalui bukunnya yang berjudul “I/mmigration and The Nation-State”, Joppke
menyoroti perbandingan politik pascaperang di Amerika Serikat, Jerman, dan Britania
Raya terkait pengendalian dan integrasi imigrasi. Sejarah dan pengalaman yang
berbeda dalam menangani pengungsi berdampak pada respon kebijakan yang
diterapkan. Hasil kajian ini menunjukan bahwa ada tekanan internasional, Hak Asasi
Manusia (HAM), dan norma internasional yang membuat negara bangsa semakin
kehilangan kendali atas imigrasi. Amerika Serikat melalui buku “A Nation of
Immigrants” karya John F Kennedy menganggap bahwa pembatasan imigran tidak

sesuai dengan tradisi AS, yaitu “All men are created equal”. Di Jerman terjadi
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perubahan historis terkait kebijakan imigrasi yang semulanya hanya diperuntukan
bagi etnis Jerman yang tersebar saja. Etnis lain yang ada di Jerman hanya dianggap
sebagai “guestworker” tanpa hak integrasi penuh. Namun, setelah unifikasi dan
runtuhnya kekuasaan komunisme, Jerman menghapuskan batas tersebut dan
mengintegrasikan  guestworker  serta  keturunannya sebagai bagian  dari
kewarganegaraan Jerman. Artinya, Jerman merubah citra negara dari penerimaan
imigran berdasarkan etnis menjadi terbuka terhadap imigrasi. Di sisi lain, Britania
Raya semakin membatasi arus imigran yang masuk dari negara-negara koloninya,
seperti India, Pakistan, Kiribia, dan negara-negara Afrika. Sebelumnya Britania Raya
memberikan akses mudah untuk imigran dari negara-negara tersebut. Namun, jumlah
yang terus meningkat membuat Britania Raya kesulitan menangani imigran tersebut

sehingga menerapkan kebijakan pembatasan.

Kajian lanjutan mengenai perkembangan tata kelola dan pembingkaian
migrasi serta pencari suaka sebagai krisis telah dilakukan oleh Mencutek dkk (2022).
Kajianya yang berjudul “A Crisis Mode in Migration Governance: Comparative and
Analytical Insights”, memfokuskan penelitian pada kasus krisis pengungsi tahun
2015—2016, dengan menawarkan kerangka analisis waktu yang lebih luas, 2011—
2018. Penelitian ini melibatkan sebelas negara yang berbatasan langsung dengan
Suriah (Lebanon, Irak, dan Turki), negara transit bagi pengungsi (Yunani, Italia,
Polandia, dan Hungaria), dan negara tujuan utama pengungsi (Austria, Jerman,
Swedia, dan Britania Raya). Melalui metode analisis yang dihasilkan melalui proyek
penelitian RESPOND, peneliti menemukan tiga fitur utama dalam tata kelola migrasi
pada masa krisis. Pertama, kompleksitas lanskap aktor yang menghubungkan negara,
sektor swasta, dan masarakat sipil. Kedua, adanya sistem hukum dan kebijakan yang
rumit. Ketiga, narasi renasionalisasi yang berupaya menyatukan tata kelola yang

terfragmentasi dan multifaset dengan janji negara untuk menyelesaikan krisis.

Kemudian, terdapat studi komparatif yang menyoroti sistem hukum dan
kebijakan imigrasi dengan mengeksplorasi kompleksitas tata kelola imigrasi dalam

berbagai konteks sosial-politik. Kajian ini dikaji oleh Siddiqui (2024) dengan judul
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“A Comparative Analysis of Immigration Laws: Case Studies of the Canada,
Germany, the United States of America (USA), and the United Kingdom (UK)”.
Peneliti melihat bahwa kebijakan imigrasi adalah hasil dari interaksi yang kompleks
antara sejarah, sistem hukum, tujuan kebijakan, dan persepsi masyarakat. Hasil kajian
ini didapat dari studi perbandingan antara Kanada, Jerman, AS, dan Britania Raya
yang memiliki tantangan imigrasi serupa, tapi berbeda dalam merespons persoalan
yang ada. Perbedaan kebijakan ini disesuaikan dengan prioritas nasional dan sosial-
politik masing-masing negara. Kajian ini juga memperlihatkan bahwa aspek sejarah,
hukum, kebijakan, dan strategi interaksi berperan penting dalam menyusun kebijakan

untuk menangani dan mengatur imigrasi.

Selain itu, terdapat kajian perbedaan sikap migrasi di Jerman dan Britania
Raya di tahun 2002 dan 2016, yang dikaji oleh Kok (2021). Dalam tesisnya yang
berjudul “Migration Attitudes in Germany and the UK in Times of Change: A
Quantitative Study Comparing Attitudes Toward Migration in 2002 and 2016 (Kok,
2021), Kok, menunjukan bahwa tahun 2016 sikap Jerman dan Britania Raya lebih
positif dibandingkan tahun 2002. Selain itu, Jerman lebih terbuka dan memiliki sikap
lebih positif dibandingkan dengan Britania Raya. Pemilihan tahun 2002 dan 2016
didasari atas peristiwa sebelum ekspansi EU yang diprediksi akan meningkatkan
imigran dan 2016 terjadi referendum Brexit pada masa krisis pengungsi tahun 2015.
Penelitian ini juga menyoroti faktor yang memengaruhi sikap positif dan negatif
terhadap migran. Pendidikan dan pendapatan mampu berdampak positif terhadap
migran, sedangkan usia dan orientasi politik tertentu (konservatif) cenderung

berdampak negatif (Kok, 2021).

Terdapat pula kajian komparatif antara Jerman dan Britania Raya terkait
migrasi yang berkaitan dengan tradisi kewarganegaraan. Diez dan Squire (2008)
dalam kajiannya yang berjudul “Traditions of Citizenship and the securitization of
Migration in Germany and Britain”, menyoroti bahwa proses sekuritisasi yang
terjadi di Jerman dan Britania Raya dilatarbelakangi oleh tradisi kewarganegaraan

masing-masing negara (Diez & Squire, 2008). Tradisi kewarganegaraan memainkan
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peranan penting dalam menentukan interaksi masyarakat asli dan migran. Meskipun,
terdapat proses harmonisasi hukum antara negara anggota Uni Eropa, sejarah dan
politik tetap memainkan peranan penting dalam membentuk cara pandang masing-

masing negara terhadap migran.

Penelitian Nurtyandini dan Santoso (2022) dalam artikel jurnal yang berjudul
“The Impact of the BREXIT Referendum on European Union Immigration Policy in
the UK”, menyoroti permasalahan imigrasi di Britania Raya yang berdampak pada
Brexit (Nurtyandini & Santoso, 2022). Sebagai negara anggota Uni Eropa (EU),
Britania Raya wajib menerapkan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh EU. Salah
satu kebijakan yang harus diterapkan oleh Britania Raya adalah open door
immigration policy. Kebijakan ini menerapkan sistem kewarganegaraan Uni Eropa
yang membebaskan pergerakan di wilayah negara anggota. Adanya kebijakan ini,
Britania Raya terpaksa membuka perbatasan dan menyebabkan peningkatan imigran
yang masuk. Adanya permasalahan ini juga terjadi karena ketiadaan pengawasan
terhadap arus masuk imigran di Britania Raya. Akibatnya, Britania Raya memutuskan
untuk referendum Brexit tahun 2016 dan resmi keluar dari Uni Eropa tahun 2020
(Nurtyandini & Santoso, 2022). Brexit berdampak pada kemandirian Britania Raya
untuk bisa membuat kebijakannya secara mandiri, khususnya berkaitan dengan
imigran. Hasilnya Britania Raya berencana menerapkan kebijakan Australia yang
cukup ketat dalam proses penyeleksian imigran dari negara non-Uni Eropa. Selain itu,
untuk negara Uni Eropa, Britania Raya akan menetapkan batas izin tinggal supaya
imigran dapat mengatur izin tinggal dan pekerjaan secara mandiri di Britania Raya

(Nurtyandini & Santoso, 2022).

Kebijakan ketat Britania Raya terhadap imigran melalui kebijakan Hostile
Environment dan hubunganya dengan eksternalisasi suaka telah dikaji oleh Perez
(2023). Kajianya yang berjudul “The Securitization of Asylum: A Review of UK
Asylum  Laws  Post-Brexit”, akan melihat bagaimana Undang-Undang
Kewarganegaraan dan Perbatasan tahun 2022 dan UK-Rwanda MoU memperkuat

eksternalisasi suaka pasca-Brexit (Perez, 2023). Kajian ini juga fokus pada
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sekuritisasi dan bagaimana hostile environment mengecualikan pencari suaka dari
akses terhadap HAM, serta bertentangan dengan Konvensi Pengungsi 1951. Hasil
penelitian ini menunjukan bahwa strategi eksternalisasi Britania Raya bertentangan
dengan hukum internasional dan regional (ECHR) (Perez, 2023). Kebijakan UU
Kewarganegaraan dan Perbatasan tahun 2022 dan MoU UK-Rwanda memungkinkan
perpindahan pencari suaka ke tempat yang mungkin tidak memiliki keterkaitan
dengan pencari suaka tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip non-refoulment.
Kemudian, kebijakan hostile environment yang mengkaburkan perbedaan imigran
tidak berdokumen dan pencari suaka sebagai agenda sekuritisasi dapat berdampak

pada pembatasan hak-hak migran (Perez, 2023).

Kajian selanjutnya berfokus pada implikasi krisis pengungsi terhadap politik
nasional Jerman. Penelitian ini ditulis oleh Mustaq et al (2021) dengan judul
“Securitisation of the Refugee Issue in Germany: The Far Right Challenge to
Government Policies” (Mustaq et al., 2021). Ketika Krisis Pengungsi tahun 2015,
Jerman, melalui kebijakan open door immigration policy, mengizinkan lebih dari satu
juta pengungsi Suriah datang ke Jerman. Hal ini menjadikan tantangan bagi kebijakan
Pemerintah Jerman karena menimbulkan pro dan kontra di beberapa partai politik.
Kajian ini menggunakan teori sekuritisasi dan desekuritisasi milik Barry Buzan dan
Ole Waever untuk menilai peran aktor-aktor yang melakukan sekuritisasi dan
desekuritisasi di Jerman. Hasilnya The Alternative for Germany (AfD), Christian
Social Union (CSU), dan Pegida movement merupakan aktor yang
mensekuritisasikan isu pengungsi dengan narasi pengungsi sebagai ancaman
eksistensial bagi Jerman. Di sisi lain, aktor desekuritisasi seperti Christian
Democratic Union, Green Party, the Left Party, dan Social Democratic Party
menganggap bahwa pengungsi bukan sebagai ancaman, melainkan kesempatan

ekonomi bagi Jerman.

Sekuritisasi isu imigran di Jerman, khususnya terkait dengan Krisis Pengungsi
tahun 2015 dikaji oleh Uranga (2021) dalam jurnal yang berjudul “Securitizing
Immigrants: Applying Securitization Theory in German Politics” (Uranga, 2021).
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Kajian ini melihat bahwa AfD memanfaatkan isu pengungsi sebagai agenda politik
untuk meraih suara pada pemilihan federal tahun 2019. Kajian ini menggunakan
konsep sekuritisasi milik Barry Buzan dan Ole Waver untuk menunjukan bagaimana
AfD melakukan sekuritisasi pengungsi dalam agenda politiknya. Pendekatan yang
digunakan adalah menganalisis berbagai sumber terkait pernyataan mengenai
imigrasi (manifesto partai politik) dan menganalisis platform kebijakan yang relevan.
Hasil menunjukan bahwa AfD telah berhasil menggunakan strategi sekuritisasi untuk
memperkuat posisinya dalam politik. AfD menggambarkan imigrasi dan pengungsi
sebagai ancaman yang dapat mengancam identitas nasional Jerman. Akibatnya,
terjadi peningkatan jumlah pendukung AfD yang mulanya hanya 2 juta suara di tahun

2013 menjadi 4 juta suara di tahun 2017.

Penelitian terdahulu yang telah disajikan pada paragraf sebelumnya memiliki
pendekatan dan metode yang sama dengan penelitian ini, yaitu kualitatif deskriptif.
Selain itu, terdapat kesamaan pendekatan MSSD yang digunakan untuk
membandingkan proses sekuritisasi dari dua negara yang secara umum memiliki
karakteristik serupa. Namun, tertu terdapat perbedaan dalam segi substansi antara
penelitian terdahulu dengan penelitian ini yang berfokus pada sekuritisasi pengungsi,

secara spesifik di Jerman dan Inggris.

2.2 Landasan Konseptual

Kajian keamanan telah mengalami perluasan dimensi sejak munculnya agenda
ekonomi dan lingkungan di tahun 1970-an dan 1980-an, serta terdapat perhatian pada
isu identitas dan kejahatan transnasional di tahun 1990-an (Buzan et al., 1998).
Perluasan kajian keamanan tidak lepas dari munculnya berbagai ancaman nonmiliter,
seperti isu pengungsi, terorisme, dan kejahatan transnasional yang kemudian
memunculkan aktor lain selain negara. Pemikiran Barry Buzan, Ole Waver, dan Jaap

de Wilde tidak serta-merta menyingkirkan ancaman keamanan tradisional atau yang
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berfokus pada ancaman militer dengan aktor utama adalah negara. Sektor militer
tetap menjadi bagian penting dari lima sektor yang dikemukakan oleh tiga pemikir
tersebut, diantaranya sektor militer (invasi), politik (propaganda), ekonomi
(embargo), societal (isu pengungsi), dan lingkungan (krisis iklim) (Buzan et al.,

1998).

[ Keamanan (security) ]

Tradisional/ Nontradisional/no
militer nmiliter

Gambar 2.3 perluasan kajian keamanan dalam Hubungan Internasional

Sumber: diolah oleh peneliti dari (Buzan et al., 1998) menggunakan Xmind, 2025

Gambar di atas menunjukkan bahwa kajian keamanan terbagi menjadi dua
pendekatan, yaitu tradisional dan nontradisional. Buzan, Ole, dan Wilde
memperkenalkan teori sekuritisasi yang dipengaruhi oleh paradigma konstruktivis
dan termasuk kajian keamanan nontradisional (Buzan et al., 1998). Sekuritisasi
merujuk pada proses membingkai suatu isu sebagai ancaman eksistensial (existential
threat) yang membutuhkan tindakan luar biasa—tindakan dapat dilakukan tanpa
melalui prosedur demokrasi dan hukum normal. Proses ini melibatkan khalayak
umum untuk menerima dan yakin bahwa isu ‘tersebut’ adalah isu keamanan sehingga

membenarkan tindakan yang diambil oleh pihak berwenang/pemerintah.

Oleh karena itu, peneliti menggunakan teori sebagai kerangka analisis
(framework) untuk menyederhanakan pemahaman terkait fenomena pengungsi yang
rumit. Teori sekuritisasi milik Buzan, Ole, dan Wilde digunakan sebagai alat analisis
untuk menjelaskan persoalan pengungsi di Jerman dan Inggris. Teori ini penting bagi
peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan penelitian pada

bab pendahuluan.
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2.2.1 Teori Sekuritisasi

Sekuritisasi pada dasarnya adalah proses mengkonstruksikan suatu isu secara
terus-menerus oleh aktor sekuritisasi yang kemudian diterima oleh target audiens
(Buzan et al., 1998; Shah, 2024). Buzan memberikan kerangka analisis yang jelas
dalam buku “Security: A New Framework for Analysis ” untuk menganalisis suatu isu
menjadi isu keamanan. Dalam bukunya, Buzan mengidentifikasi dua hal penting,
yaitu entitas yang terancam (referent object) dan entitas yang mengancam (perceived
threat) (Buzan et al., 1998; Shah, 2024). Kedua hal ini penting diidentifikasi karena

sebagai fondasi bagi aktor sekuritisasi untuk membangun argumen sekuritisasi.

Argumen sekuritisasi tersebut dikonstruksikan melalui speech act untuk
meyakinkan target audiens bahwa suatu isu—dalam hal ini pengungsi—merupakan
ancaman eksistensial (Buzan et al.,, 1998; Shah, 2024). Ketika narasi sekuritisasi
diterima oleh audiens maka dapat memberikan legitimasi untuk melakukan tindakan
luar biasa bahkan penggunaan militer. Pada gambar 1.1 penulis menyajikan kerangka
analisis yang akan digunakan untuk menganalisis sekuritisasi isu pengungsi di Jerman

dan Inggris.

Tabel 1. 1 Kerangka Analisis menggunakan Teori Sekuritisasi Buzan, Ole, dan Wilde

Kerangka Analisis Sekuritisasi Buzan

Membingkai Speech Acts Respons Normalisasi
ancaman kebijakan
eksistensial
Pembingkaian Speech act Respons kebijakan Bagian ini

suatu isu merupakan proses adalah tahap di mencakup
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Kerangka Analisis Sekuritisasi Buzan

Membingkai Speech Acts Respons Normalisasi
ancaman kebijakan
eksistensial
merupakan langkah di  mana aktor mana “ancaman” normalisasi respons
penting dalam sekuritisasi yang sudah dan tindakan
proses sekuritisasi. menggunakan dibicarakan negara oleh audiens
Pembingkaian kakuatan kata-kata berubah  menjadi terhadap suatu
bukan sekedar untuk meyakinkan “tindakan” nyata. persoalan yang
menyampaikan publik bahwa suatu Hal ini juga dapat menjadi ancaman
informasi, isu merupakan dipersepsikan eksistensial (Shabh,
melainkan  proses ancaman signifikan sebagai 2024). Respons dan
politik untuk terhadap keamanan keberhasilan aktor tindakan seperti
mengubah cara negara dan sekuritisasi dalam hostle environment
pandang publik masyarakat. membingkai suatu dan penutupan
terhadap suatu isu Narasi-narasi permasalahan. border bagi
atau masalah sekuritisasi tersebut imigran  dianggap
sebagai  ancaman dilakukan  secara sebagai bagian
eksistensial yang terus menerus agar normal dari
mengancam pemerintah kebijakan  publik.
referent object. mendapatkan Penerimaan
legitimasi ~ untuk audiens juga dapat
mengambil memberikan
tindakan diluar legitimasi terhadap

hukum normal.

tindakan luar biasa

tersebut.

Sumber: (Shah, 2024) dan diolah oleh peneliti, 2026
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Ketika suatu isu telah melewati proses tersebut, maka isu tersebut berada pada
level disekuritisasi. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Buzan, Ole, dan Wilde
bahwa terdapat tingkatan variasi intensitas suatu isu dianggap sebagai agenda diskusi
biasa atau sudah di tahap mobilisasi sumber daya dan menormalisasikan tindakan luar
biasa (Buzan et al., 1998). Tabel 1.2 menunjukan tiga tingkatan suatu isu apakah

hanya sebagai diskusi bisas (tidak dipolitisasi), dipolitisasi, atau disekuritisasi.

Tabel 1. 2 Tiga tingkatan dalam spektrum sekuritisasi Barry Buzan

Spektrum Sekuritisasi Barry Buzan

Tidak dipolitisasi Dipolitisasi Disekuritisasi

Isu hanya menjadi bahan Isu  dikelola  dalam Isu dibingkai sebagai
diskusi  biasa, tidak standar sistem politik ancaman eksistensial
ditangani oleh negara, normal yang yang memerlukan
dan tidak diperdebatkan membutuhkan perdebatan tindakan/respons  yang
secara publik. parlementer, diskusi cepat (prioritas).
publik, dan keputusan Tindakan yang diambil
pemerintah. Penanganan dapat dilakukan tanpa
isu  harus  melewati standar sistem politik
birokrasi dan hukum yang normal.
normal (dapat berupa isu

yang bukan prioritas).

Aktor sekuritisasi Aktor sekuritisasi Aktor sekuritisasi dapat
mengidentifikasi isu atau membingkai isu sebagai menggunakan  otoritas
fenomena yang akan ancaman eksistensial dan kewenangan untuk
didiskusikan. Tahap ini dengan menggunakan memobilisasi sumber

hanya sekedar diskusi bahasa dan retorik yang daya guna menangani isu
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Spektrum Sekuritisasi Barry Buzan

Tidak dipolitisasi

Dipolitisasi

Disekuritisasi

tanpa membingkai
menggunakan

yang mengerikan.

dan

‘mengerikan’. Sikap

retorika persuaif yang dimiliki

aktor  politik  dapat
meyakinkan masyarakat
untuk mengambil
tindakan yang serius dan

mendesak.

yang disekuritisasi.

Terdapat proses
normalisasi tindakan luar
biasa yang dikeluarkan

oleh pemerintah.

Isu yang disekuritisasi
juga dapat

didesekuritisasikan.

Sumber: (Shah, 2024) dan diolah oleh peneliti, 2025

Melalui teori sekuritisasi, peneliti dapat menganalisis persoalan dan
perbandingan sekuritisasi pengungsi di Jerman dan Inggris. Suatu persoalan yang
telah masuk dalam agenda politik dan dianggap sebagai ancaman eksistensial dapat
menjadi prioritas untuk mengambil tindakan luar biasa. Penerimaan tersebut
kemudian menjadikan respons dan tindakan suatu negara dianggap wajar dan normal

oleh audiens atau masyarakat.
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2.3 Kerangka Pemikiran

Kajian ini menggunakan kerangka pemikiran guna menciptakan pola berpikir
yang dapat memvisualisasikan persoalan pengungsi di Jerman dan Inggris pada tahun
2015—2021. Kerangka berpikir juga dapat membantu peneliti untuk
menyederhanakan suatu fenomena yang rumit, serta menekankan prinsip-prinsip
penelitian yang berfokus pada sekuritisasi, studi perbandingan, dan isu pengungsi di

Jerman dan Inggris.

Jerman dan Inggris adalah dua negara yang memiliki karakteristik serupa,
yaitu sebagai negara anggota Uni Eropa, memiliki komitmen
internasional dan regional terhadap perlindungan pengungsi, sebagai
negara tujuan utama pengungsi, memiliki paham liberal, dan memiliki
sejarah penerimaan pengungsi.

v

Krisis Pengungsi tahun 2015 membuat Jerman dan Inggris kesulitan
dalam mengendalikan laju pengungsi yang masuk.

Inggris melakukan referendum Brexit Jerman menerima pengungsi
tahun 2016 dan resmi keluar dari Uni dalam jumlah besar.
Eropa tahun 2021.

b

Teori Sekuritisasi

Pembingkaian pengungsi dan Respons kebijakan Normalisasi
speech act

Perbandingan sekuritisasi isu pengungsi di Jerman dan
Inggris, 2015-2021

Gambar 2. 4 Kerangka pemikiran penelitian

Sumber: diolah oleh peneliti menggunakan alat bantu Xmind, 2025



III. METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini, peneliti menyajikan metodologi penelitian untuk membantu
memudahkan menganalisis atau mengkaji persoalan pengungsi di Jerman dan Inggris.
Peneliti membagi bab ini menjadi lima bagian utama, yaitu jenis penelitian, fokus
penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Jenis
penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah kualitatif deskriptif dengan
pendekatan studi kasus dan MSSD. Data dihimpun dari pelbagai sumber utama,
dintaranya jurnal, buku, laporan AIDA, laporan IOM, lembaga Think Thank
Migration Watch UK, dan publikasi media massa. Pengumpulan data dilakukan
menggunakan teknik analisis studi pustaka yang kemudian data dianalisis
menggunakan teknik reduksi data dan triangulasi data. Data tersebut kemudian

disajikan dalam bentuk narasi, gambar, maupun tabel.

3.1 Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam melakukan analisis
data. Metode ini dipilith lantaran peneliti adalah instrumen utama yang
mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data yang sudah terkumpul (Creswell
& Creswell, J, 2018). Selain itu, metode ini dapat membantu peneliti untuk
mengeksplorasi fenomena pengungsi di dua negara secara detail dan kronologis.
Adapun analisis dan argumen yang dibangun oleh peneliti didasarkan oleh data, fakta,
dan alat analisis teori sekuritisasi milik Barry Buzan, Ole, dan Wilde dari Mahzab

Copenhagen.
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Creswell menjabarkan pendekatan narrative research, phenomenological
research, grounded theory, etnography, dan case studies (Creswell & Creswell, J,
2018). Berdasarkan kebutuhan peneliti, case studies menjadi pendekatan yang paling
cocok digunakan untuk membantu peneliti mengeksplorasi fenomena pengungsi di
masing-masing unit analisis—Jerman dan Inggris—secara detail dan kronologis.
Pendekatan ini mampu membantu menjelaskan jaringan pengungsi yang terbentuk,
jumlah pengungsi yang datang dan diterima, serta dampak terhadap keamanan Jerman
dan Inggris. Sifat pendekatan studi kasus yang mendalam dan kronologis juga dapat
membantu peneliti untuk mendeskripsikan kebijakan masing-masing negara pada

batas periode 2015 sampai 2021.

Selain itu, kajian ini merupakan kajian perbandingan yang membutuhkan
pendekatan lain untuk mempertajam analisis. Peneliti menggunakan pendekatan Most
Similar Systems Design (MSSD) yang digunakan untuk membandingkan proses
sekuritisasi pengungsi di Jerman dan Inggris. Pendekatan ini juga dapat membantu
peneliti untuk mengkaji lebih dalam dua negara yang secara umum memiliki
karakteristik yang sama, tetapi hasil respons terhadap persoalan pengungsi dapat

sangat berbeda (Anckar, 2008; Lindvall, 2016).

Dalam mengaplikasikan pendekatan ini, peneliti menelusuri kasus di masing-
masing unit analisis terkait isu pengungsi. Lalu, peneliti mendapatkan dua respons
berbeda; di mana Inggris menginterpretasikan pengungsi sebagai ancaman
eksistensial, sedangkan Jerman menerima dengan kebijakan welcome refugee. Setelah
itu, peneliti melakukan penelusuran terkait karakteristik kedua negara ini. Peneliti
menemukan bahwa keduanya merupakan negara anggota Uni Eropa, berkomitmen
secara internasional melalui Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, negara
yang memiliki paham liberal, dan memiliki sejarah yang sama terhadap penerimaan
pengungsi. Setelah mendapatkan fondasi tersebut, peneliti mengaplikasikan metode
kualitatif deskriptif melalui langkah-langkah yang telah dijabarkan oleh Creswell
dalam bukunya (Creswell & Creswell, J, 2018).
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3.2 Fokus Penelitian

Fokus kajian ini ialah membahas bagaimana perbandingan sekuritisasi isu
pengungsi pada kasus Jerman dan Inggris menggunakan teori sekuritisasi Buzan, Ole,
Wilde. Peneliti memfokuskan kajian pada rentang waktu tahun 2015 sampai dengan
2021. Alasanya ialah karena tahun 2015 merupakan titik awal kedatangan pengungsi
yang masif hingga disebut sebagai krisis pengungsi, sedangkan tahun 2021
merupakan batas Inggris menjadi anggota resmi Uni Eropa. Pada rentang periode
tersebut peneliti dapat membandingkan dua negara yang memiliki karakteristik yang
sama terkait isu pengungsi. Alasan lain peneliti memilih kajian ini karena belum
banyak kajian yang membahas terkait perbandingan sekuritisasi pengungsi di Jerman
dan Inggris menggunakan alat potret sekuritisasi Buzan dan pada rentang waktu

2015—2021.

Selain kajian ini membahas perbandingan sekuritisasi pada rentang waktu
tersebut, peneliti juga dapat membahas persoalan pengungsi di masing-masing negara
sehingga mampu memberikan gambaran pengungsi yang detail. Pembahasan tersebut
meliputi, alasan masing-masing negara menerima pengungsi di tahun 2015, jumlah
pengungsi yang diterima, dampak penerimaan pengungsi, sampai kebijakan yang

dijalankan oleh masing-masing negara.

Kajian ini menggunakan alat portrait teori sekuritisasi yang dapat digunakan
untuk menjawab persoalan dan perbandingan sekuritisasi pengungsi di Jerman dan
Inggris. Teori ini mampu memfasilitasi peneliti dengan mengidentifikasi kelompok
yang terancam (referent object), kelompok yang mengancam (perceived threat), aktor
sekuritisasi, pembingkaian pengungsi, speech acts, respons kebijakan, dan tindakan
normalisasi. Selain itu, teori ini dapat membantu peneliti untuk menguraikan dan
menganalisis perbandingan kedua negara dalam merespons isu pengungsi dan
dampaknya dalam konteks regional. Hal ini dilakukan untuk melihat perbedaan

respons dan tindakan antara Jerman dan Inggris. Dengan memfokuskan kajian pada
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sekuritisasi isu pengungsi di dua negara Eropa Barat, peneliti berharap mampu

menjawab pertanyaan penelitian secara deskriptif dan detail.

3.3 Sumber Data

3.3.1. Sumber Litelature

Sumber litelatur kajian ini berasal dari sumber utama yang dihimpun
menggunakan alat bantu Publish or Perish (PoP). Data litelatur dihimpun
berdasarkan kata kunci yang menjadi batasan untuk memahami perbandingan
sekuritisasi pengungsi di Jerman dan Inggris tahun 2015—2021. Batas tahun juga
digunakan untuk menghadirkan data litelatur yang relevan. Sumber data juga
didapatkan dari media massa, lembaga Think Tank, dan website resmi Pemerintah
Inggris dan Jerman. Pelbagai sumber digunakan untuk menghadirkan perspektif kritis

dan alternatif terkait sekuritisasi pengungsi di Jerman dan Inggris

3.3.2. Strategi Pencarian

Peneliti menggunakan strategi pencarian milik Creswell, di mana perlu
melakukan pengumpulan data untuk kemudian dikondensasi. Pengumpulan data
dilakukan menggunakan alat bantu Publish or Perish (PoP) untuk menghimpun
berbagai artikel jurnal secara efektif dan efisisn. Peneliti kemudian mendapatkan 10
litelatur yang relevan untuk membangun pertanyaan penelitian dan argumen awal
penelitian. Peneliti kemudian memunculkan permasalahan riset terkait bagaimana
perbandingan sekuritisasi pengungsi di Jerman dan Inggris tahun 2015—2021. Tahap
selanjutnya peneliti memilith sumber utama yang berkaitan dengan persoalan
pengungsi dan perbandingan sekuritisasi isu pengungsi di Jerman dan Inggris. Data
dihimpun dari rentang tahun 2015—2021 sebagai batas dari awal Krisis Pengungsi

2015 sampai Inggris resmi keluar dari Uni Eropa.
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Peneliti kemudian mengumpulkan data yang dianggap relevan dengan
penelitian dari sumber utama yang kredibel, seperti situs resmi Pemerintah UK
(gov.uk), lembaga think thank (Migration Watch UK), Journal of Global Strategic
Studies, 10M, Asylum Information Database (AIDA) country Germany, The
Guardian, European Convention on Human Rights, The Federal Government, dan

laporan AfD. Data tersebut didapatkan atas dasar kata kunci yang digunakan oleh

SIS I2INTs

peneliti “Germany” “ refugee” ** securitization” dan “UK”. Setelah data terhimpun,
peneliti kemudian menyortir sumber berdasarkan unit analisis, batas waktu, kata

kunci, speech act, dan tujuan akhir.

Tabel 3. 1 Kriteria pemilihan sumber data

Unit Analisis Jerman dan Inggris terkait sekuritisasi
pengungsi

Batas Waktu Tahun 2015—2021

Kata Kunci “sekuritisasi”’,  “Jerman”,  “Inggris”,
“pengungsi”’, “Brexit”, dan “Krisis
Pengungsi tahun 2015

Speech Act Aktor sekuritisasi Jerman dan Inggris

Hasil/ tujuan akhir Memahami persoalan umum pengungsi
di masing-masing negara dan

membandingkan sekuritisasi pengungsi

di Jerman dan Inggris.

Sumber: diolah oleh peneliti, 2026

3.3.3. Seleksi Litelatur

Litelatur yang telah dikumpulkan akan disortir kembali menggunakan metode

triangulasi data milik Creswell (Creswell & Creswell, J, 2018). Peneliti memastikan
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sumber data berasal dari lebih satu sumber untuk menjustifikasi argumen yang

disajikan. Penjelasan inklusi disajikan untuk memasukan artikel yang relevan dengan

kajian, sedangkan penjelasan eksklusi disajikan agar peneliti tidak memasukkan

artikel tersebut.
Tabel 3. 2 Kriteria Inklusi dan Eksklusi
Kriteria Inklusi Eksklusi
Unit Analisis Jerman dan Inggris terkait Selain Jerman dan Inggris yang
sekuritisasi pengungsi dan berkaitan dengan sekuritisasi
respons kebijakan pengungsi
Batas Waktu Tahun 2015—2021 Tidak dalam rentang periode
tersebut
Kata Kunci “sekuritisasi”, “Jerman”, Sekuritisasi selain di Jerman
“Inggris”, “pengungsi”’, dan Inggris, pengungsi selain di
“Brexit”, dan “Krisis Jerman dan Inggris, dan Krisis
Pengungsi tahun 2015 Pengungsi tahun 2015 selain di
Jerman dan Inggris
Speech Act Aktor sekuritisasi dan aktor Selain aktor sekuritisasi dan
desekuritisasi desekuritisasi di Jerman dan
Inggris
Hasil/tujuan akhir =~ Gambaran umum pengungsi, Selain gambaran umum

proses  sekuritisasi,  dan
respons kebijakan pengungsi

di Jerman dan Inggris

pengungsi, proses sekuritisasi,

dan respons kebijakan

pengungsi di Jerman dan

Inggris

Sumber: diolah oleh peneliti, 2026
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Berdasarkan tabel tersebut, kriteria inklusi dan eksklusi disajikan untuk
memastikan dan menjaga konsistensi dari penelitian ini. Peneliti juga menghimpun
sumber utama dari YouTube Fox News, phoenix, dan UNHCR untuk melihat speech
act aktor sekuritisasi di Jerman dan Inggris. Selain YouTube, peneliti juga
menggunakan sumber utama dari website resmi lembaga Think Tank, Pemerintahan,
media massa, dan NGO untuk menganalisis pembingkaian pengungsi yang dilakukan.
Data tersebut mencakup mencakup International Organization for Migration
(www.iom.int), UNHCR (www.unhcrorg), Europen Union Agency for Asylum
(https://euaa.europa.eu), Government United Kingdom (www.gov.uk), Migration

Watch UK (www.migrationwatchuk.org), PRO ASYL (www.proasyl.de), Terre des

homes (https://terredeshommes.org), UK Parlement (committees.parlement.uk), The

Guardian (www.theguardian.com), dan Al Jazeera (www.aljazeera.com).

Selain itu, beragam sumber data digunakan, seperti data dari Asylum in
Europe, Asylum Statistic, Asylum Information Database,  Federal Office for
Migration and Refugee, dan European Union Agency for Asylum. Data tersebut
digunakan untuk meminimalkan bias sehingga memungkinkan peneliti untuk
menganalisis sekuritisasi pengungsi di Jerman dan Inggris dari sudut pandang yang
beragam. Dengan memadukan sumber yang dihimpun, kajian ini mendukung metode
kualitatif deskriptif yang berbasis kajian pada penelitian terdahulu. Tujuan dari
metode ini adalah untuk memahami bagaimana perbandingan sekuritisasi isu
pengungsi di Jerman dan Inggris yang dapat dilihat dari tindakan dan respons masing-

masing negara.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Kajian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka dengan
mempelajari sumber utama dari dokumen, jurnal, laporan resmi terkait pengungsi

yang diterima oleh Jerman dan Inggris, website lembaga Think Tank, TouTube dan


https://euaa.europa.eu/
http://www.gov.uk/
http://www.migrationwatchuk.org/
http://www.proasyl.de/
https://terredeshommes.org/
http://www.theguardian.com/
http://www.aljazeera.com/
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media massa untuk menganalisis speech act yang dilakukan oleh aktor sekuritisasi.
Adapun data yang dikumpulkan melalui kriteria inklusi yang sudah dijelaskan pada
tabel 3.2 untuk memudahkan peneliti mencari data yang relevan dan tetap pada batas
penelitian. . Menurut Creswell (2018) hal utama yang perlu diperhatikan dalam
pengumpulan data adalah mengetahui batasan sumber data yang akan digunakan
(Creswell & Creswell, J, 2018). Teknik ini memungkinkan peneliti untuk fokus pada
batas kajian yang telah ditentukan sehingga fokus penelitian tetap terarah pada tujuan
penelitian. Dalam hal ini, peneliti membatasi sumber data pada kajian mengenai

sekuritisasi pengungsi di Jerman dan Inggris pada rentang waktu 2015—2021.

Selama proses melakukan studi pustaka, peneliti menemukan ratusan
dokumen yang bersinggungan dengan topik sekuritisasi pengungsi di Jerman dan
Inggris. Setelah data dipilih sesuai dengan kriteria inklusi, peneliti kemudian
melakukan kategorisasi yang berkaitan dengan pembingkaian dan speech act aktor
sekuritisasi. Pertama, pidato yang disampaikan oleh aktor negara, seperti Angela
Merkel, David Cameron, Suella Braverman, dan Theresa May. Kedua, speech act
yang dilakukan oleh partai politik, seperti AfD dan CSU. Ketiga, narasi sekuritisasi
yang muncul dari lembaga think tank (Migration Watch UK), masyarakat sipil
(gerakan anti-islam PEGIDA dan Jote Leave), dan media massa (The Guardian, die
tageszeitung, dan Terre des homes). Dari data dan kategorisasi ini peneliti
mendapatkan data aktor sekuritisasi dan desekuritisasi di Jerman, sedangkan di

Inggris hanya ada aktor sekuritisasi.

3.5 Teknik Analisis Data

Data yang telah terhimpun dari pelbagai sumber kemudian dianalisis
menggunakan teknik analisis kondensasi data. Kondensasi data digunakan untuk
menyederhandakan data, mengorganisasikan data, dan memfokuskan data mentah

agar menjadi terstruktur dan mudah dipahami (Miles B. et al.,, 2014). Tahap
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kondensasi juga dapat memberikan makna pada data yang diperoleh. Peneliti
melakukan kondensasi data dari situs resmi Pemerintah Jerman (Bundesministerium
des Innern), Pemerintah Inggris (Government UK), AIDA, dan sumber daring lainnya
untuk memperoleh data yang spesifik bagi kebutuhan analisis. Selain kondensasi data
pada situs resmi, peneliti juga menggunakan sumber audiovisual, seperti YouTube
Fox News dan phoenix untuk menganalisis speech act yang dilakukan oleh aktor

sekuritisasi.

Data yang sudah direduksi kemudian dianalisis menggunakan alat analisis
teori sekuritisasi milik Buzan, Ole, dan Wilde. Kemudian, data yang telah dielaborasi
disajikan dalam bentuk tabel, gambar, dan narasi yang mudah dipahami oleh
pembaca. Kemudian, untuk meminimalisir subjektivitas pada penelitian ini, peneliti
melakukan teknik analisis triangulasi data. Triangulasi data dapat membangun
justifikasi yang terstruktur terhadap topik yang dipilih—dalam hal ini sekuritisasi
pengungsi di Jerman dan Inggris (Creswell & Creswell, J, 2018). Hal ini dikarenakan
adanya penggunaan beberapa sumber data yang kredibel untuk mengembangkan
pemahaman yang inklusif mengenai fenomena yang diangkat (Patton, 1999; Denzin,

1978).

Tahap awal, peneliti melakukan identifikasi terhadap sumber yang digunakan
dengan mengecek secara sadar dari mana sumber itu berasal. Kemudian, sumber yang
sudah terhimpun dikategorisasikan menjadi data inklusi dan eksklusi (tabel 3.2). Hal
ini memudahkan peneliti untuk menggabungkan data yang dihimpun untuk
membentuk suatu pemahaman terhadap fenomena sekuritisasi pengungsi. Tahap
akhir, peneliti mengelaborasi dan menyajikan data untuk menciptakan gagasan dasar
dalam membentuk argumen penelitian. Argumen dari analisis triangulasi data didasari
oleh landasan analisis teori sekuritisasi untuk menjawab pertanyaan penelitian.
Dengan demikian, argumen yang dibangun melalui triangulasi data dapat lebih valod,

logis, dan kredibel.



V. SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini, peneliti menyajikan kesimpulan dan saran sebagai hasil dari
penelitian yang dilakukan. Peneliti akan menegaskan kembali jawaban dari
pertanyaan penelitian yang sudah diuraikan pada bagian pendahuluan. Peneliti juga
menguraikan secara singkat terkait proses sekuritisasi pengungsi di Jerman dan
Inggris. Kemudian, saran diajukan kepada pihak terkait, khususnya para pengkaji

Hubungan Internasional yang memiliki fokus kajian pada studi keamanan.

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini mengkaji persoalan pengungsi dan proses sekuritisasi pengungsi
yang berfokus pada dua negara Eropa, yaitu Jerman dan Inggris di tahun 2015—
2021. Hasil dari pembahasan ini menegaskan bahwa puncak persoalan pengungsi
terjadi pada tahun 2015 sebagai akibat dari ketidakstabilan politik dan ekonomi di
Timur Tengah. Penerimaan pengungsi di Jerman dilatarbelakangi oleh permasalahan
demografi sehingga Jerman membutuhkan tenaga kerja. Sedangkan, Inggris
menerima pengungsi sebagai kewajiban negara anggota Uni Eropa untuk menerapkan
kebijakan open door immigration policy. Namun, karena dampak yang dirasakan
tidak sebanding dengan manfaat yang diterima, persepsi kedua negara terhadap

pengungsi akhirnya berubah.

Hasil pembahasan selanjutnya menekankan bahwa proses sekuritisasi di
Inggris lebih konsisten dibandingkan dengan proses sekuritisasi pengungsi di Jerman.
Persepsi Jerman cenderung mengalami pergeseran dari penyebutan pengungsi sebagai

‘korban’ menjadi suatu ‘ancaman’ terhadap identitas dan budaya Jerman. Sedangkan,



78

Inggris secara konsisten memandang pengungsi sebagai ancaman bagi kedaulatan

negara.

Pembingkaian pengungsi di Jerman dilakukan oleh partai politik, seperti AfD
dan CSU, serta gerakan masyarakat sipil anti-Islam PEGIDA. Sementara, Merkel,
Ozugus, media Die Tageszeitung, PRO AYSL, dan Terre des homes menggunakan
narasi desekuritisasi, meskipun di tahun 2017 Merkel kemudian mengkategorisasikan
pengungsi menjadi ‘legal’ dan ‘ilegal’. Sebanyak 51% penduduk Jerman khawatir
terhadap pengungsi yang dipandang sebagai ancaman eksistensial. Hal ini kemudian
mendorong terciptanya tindakan luar biasa, seperti kebijakan masterplan migration,
kerja sama Uni Eropa dengan Turki untuk membatasi pergerakan pengungsi, Asylum
Package I dan II, menolak pengungsi yang berasal dari negara aman, kriminalisasi

pengungsi, dan bahkan deportasi.

Sedangkan, Inggris secara konsisten menerapkan kebijakan restriktif sejak
awal Krisis Pengungsi tahun 2015. Inggris bahkan mengambil tindakan luar biasa,
yaitu melakukan referendum Brexit tahun 2016 dan resmi keluar di tahun 2021. Sejak
saat itu, Inggris secara independen dapat mengatur kebijakan migrannya sendiri tanpa
terikat dengan aturan Uni Eropa. Beberapa kebijakan Inggris sejak referendum Brexit
diantaranya, Immigration Act 2016, bekerja sama dengan Prancis untuk
meningkatkan keamanan di perbatasan, membentuk Border Security Commander dan

menggunakan militer, blockade tactic dan hostile environment sejak 2012.

Penelitian ini kemudian menekankan bahwa proses sekuritisasi pengungsi di
Inggris terjadi lebih awal dan konsisten. Sedangkan, Jerman mengalami proses
pergeseran tindakan dan kebijakan yang awalnya bersikap ramah (welcoming culture)
menjadi lebih restriktif melalui penutupan jalur Balkan, perjanjian Uni Eropa-Turki,
penerapan masterplan migration yang bertujuan untuk membatasi jumlah migran,
bahkan deportasi. Tindakan ini menunjukan keberhasilan proses pembingkaian
(framing) pengungsi yang dilakukan oleh aktor sekuritisasi negara, NGO, masyarakat

sipil, lembaga Think Thank, dan media massa. Pembingkaian tersebut mendorong



79

pemerintah untuk mengambil tindakan luar biasa atau mengeluarkan kebijakan yang

lebih ketat terhadap pengungsi.

Argumen analisis tersebut dibangun atas dasar teori sekuritisasi milik Buzan,
Ole, dan Wilde. Berdasarkan analisis, kedua negara telah melakukan proses
sekuritisasi yang dimulai dari proses pembingkaian, speech act, respons kebijakan,
sampai pada normalisasi/legitimasi tindakan oleh publik. Jerman dan Inggris juga
telah melewati tiga tahapan berdasarkan level spektrum teori sekuritisasi Buzan, yaitu
tidak dipolitisasi, dipolitisasi, dan disekuritisasi atau dianggap sebagai ancaman bagi
kedaulatan negara. Dari sini peneliti dapat menyimpulkan bahwa dua negara telah
memandang pengungsi sebagai suatu ancaman terhadap identitas, budaya, dan

stabilitas keamanan masing-masing negara.

Dampak dari proses sekuritisasi ini membuat standar perlindungan HAM di
Jerman menjadi lebih fleksibel demi kepentingan keamanan nasional Jerman.
Sekuritisasi pengungsi juga telah menciptakan polarisasi dalam masyarakat Jerman.
Di satu sisi penduduk Jerman mendukung pembatasan pengungsi, tetapi di sisi lain
mendukung penerimaan pengungsi atas dasar HAM. Sebaliknya, proses sekuritisasi
pengungsi di Inggris berdampak pada kebebasan Inggris untuk menciptakan

kebijakan pengungsi yang independen.

5.2 Saran

Peneliti mengajukan saran kepada para pengkaji Hubungan Internasional yang
memiliki fokus kajian pada human security, khususnya pengungsi di Eropa. Saran ini
bertujuan untuk mengisi kekosongan kajian yang muncul dari penelitian

sebelumnnya. Adapun saran-saran tersebut diantaranya:

a. Peneliti selanjutnya dapat mengkaji alasan Inggris menerima pengungsi

Ukraina dan Afghanistan dalam jumlah yang cukup signifikan disamping
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kebijakan restriktif dan proses sekuritisasi yang telah berlangsung cukup
lama.
b. Peneliti selanjutnya juga dapat mengkaji perubahan arah kebijakan Jerman

terhadap pengungsi akibat proses sekuritisasi yang terjadi.

Dengan demikian, kajian yang lebih mendetail dan spesifik dapat
berkontribusi pada kualitas penelitian. Kualitas penelitian yang baik dapat
memberikan manfaat praktis dan akademis bagi berbagai pihak, khususnya para

akademisi dan praktisi dalam studi keamanan.
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